
 
 

BUPATI MAGELANG 
 

PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR 38 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 36 
TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN MAGELANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  MAGELANG, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan Daerah 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan 
menindaklanjuti Rekomendasi BPK-RI pada Laporan Hasil 
Pemeriksaan Nomor 43.B/LHP/XVIII.SMG/05/2011 Tanggal 19 
Mei 2011 perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati 
Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Magelang, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2009 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 
Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Magelang; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Magelang; 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

 
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
 

  

SALINAN 



  

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah            
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

                         9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
   10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5234); 

 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang 
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan 
Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang         
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); 

 
    12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4287); 

 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54  Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 4574); 

 



  

 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun 2005 tentang Dana 
Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

  

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 56  Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 57  Tahun 2005 tentang Hibah  
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

  

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79  Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Badan Usaha Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609); 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

   

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

   

26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 

 

27.Peraturan Daerah  Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21); 

 

 



  

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 36 TAHUN 2008 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN MAGELANG. 

 
 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 
2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 36) yang telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2009 ( Berita Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2009 Nomor 58 ),diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam BAB 2 romawi VII, KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI , 
bagian Metode Penilaian Investasi angka 3 Metode Nilai Bersih yang Dapat 
direalisasikan diubah sebagai berikut : 

 Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan jika kepemilikan 
investasi pemerintah bersifat non permanen. Penyajian investasi non 
permanen-dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat 
direalisasikan ,dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir 
diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan , 
ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana 
bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir 
yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir diragukan tertagih.Nilai bersih 
yang dapat direalisasikan dinilai sebesar nilai kas yang dipegang unit 
pengelola ditambah jumlah yang dapat tertagih. 

 Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk 
kepemilikan yang akan dilepas / dijual  dalam jangka waktu dekat. 

2. Ketentuan dalam  BAB 2 romawi VIII, KEBIJAKAN AKUNTANSI AKTIVA 
TETAP, bagian Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap ditambah klausul 
sebagai berikut : 

Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat,usang, 
hilang, dipindahtangankan dan sebagainya, yang ditetapkan berdasarkan 
ketentuan perundang – undangan yang berlaku. 
 

 
3. Ketentuan dalam BAB 2 romawi VIII, KEBIJAKAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP, 

bagian Komponen Biaya Aset Tetap  ditambah klausul  sebagai berikut : 
 
Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung lainnya yaitu honorarium panitia 
/ pejabat pengadaan,honorarium panitia penerima hasil pekerjaan, belanja  
barang pakai habis, belanja cetak dan penggandaan,belanja makanan dan 
minuman rapat, biaya teknisi khusus . 

 
4. Ketentuan dalam BAB 2 romawi VIII, KEBIJAKAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP, 

bagian Penilaian Awal Aset Tetap ditambah klausul sebagai berikut : 
 
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari hasil pengadaan baru atas 
peralatan/ mesin adalah sama atau lebih dari Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima 
puluh ribu rupiah) per unit. 



  

Pengadaan baru aset tetap tanah, gedung dan bangunan dan 
jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya tidak memperhatikan besar kecilnya 
pengeluaran merupakan aset tetap. 
Aset tetap peralatan /mesin dan aset tetap lainnya yang nilainya tidak 
memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tidak dicatat dalam neraca 
tetapi dicatat dalam buku inventaris barang. 
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari pengeluaran setelah perolehan 
awal suatu aset tetap yang diperkirakan meningkatkan kinerja aset tetap dan 
memperpanjang masa manfaat aset tetap untuk gedung dan bangunan serta 
jalan/irigasi/jaringan, adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp. 
10.000.000,00 per unit. 
Pengakuan aset tetap yang bukan berasal dari belanja modal dilakukan 
berdasarkan usulan unit kerja setelah melalui penelitian/klarifikasi dan 
mendapat persetujuan dari Bidang Pengelolaan Aset  pada Dinas Pendapatan 
Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah 

 
Pasal II 

    
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 

  
 

Ditetapkan di Kota Mungkid   
pada tanggal 28 Desember 2011 
 
BUPATI MAGELANG, 

 
                              ttd 

 
SINGGIH SANYOTO 

 

 

Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 28 Desember 2011 

 
 
 
 
 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 1045 

 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 
                                        ttd 
 
                                    UTOYO 
 


